
70 
 

BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis terhadap sistem tunjangan dan disiplin kerja di 

Bakamla, ditemukan beberapa masalah dan rekomendasi utama terkait 

implementasi peraturan dan kebijakan internal. Secara keseluruhan, Bakamla telah 

melakukan upaya untuk melaksanakan Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2023 

dengan melihat dari perspektif teori Ripley and Franklin (1986) untuk mengukur 

apakah sudah efektif pelaksanaan dari peraturan ini diukur dengan 3 aspek yaitu 

aspek kepatuhan, aspek lancarnya pelaksanaan rutininas dan aspek dampak yang 

dikehendaki. 

1. Aspek Kepatuhan 

Pada aspek kepatuhan berdasarkan data yang diperoleh, kepatuhan pegawai 

Bakamla terhadap peraturan ini masih belum optimal sebagian besar pegawai telah 

mengikuti peraturan, namun masih terdapat ketidakhadiran tanpa keterangan, 

keterlambatan, dan kepulangan dini. Peran pimpinan, terutama di level strategis 

yang berasal dari TNI dan Polri, menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan 

sistem ASN yang menekankan evaluasi administratif dan presensi harian, berbeda 

dengan fokus operasional di instansi asal mereka, sehingga pengawasan atas 

pelaksanaan peraturan ini masih kurang dilakukan oleh pimpinan. Di sisi lain, 

meskipun sosialisasi aturan telah dilakukan melalui berbagai metode, tingkat 

partisipasi tidak merata membuat terhambatnya pemahaman secara menyeluruh 

kepada pegawai. 

 

2. Aspek Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas 

Pada aspek lancarnya pelaksanaan rutinitas dari peraturan ini menjalankan 

rutinitas berupa pencatatan kehadiran dan penilaian kinerja. Sistem presensi 

berbasis aplikasi online yang dimiliki Bakamla kerap mengalami kendala teknis dan 

masih terkendala dengan keterbatasan jaringan terutama di daerah dan kapal, 
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sehingga memerlukan presensi manual sebagai alternatif. Sedangkan mekanisme 

penilaian kinerja di Bakamla menggunakan aplikasi e-Kinerja dari BKN yang 

menilai kinerja dan perilaku. Pada ASN pembuatan capaian kinerja ini hampir 

terlaksana secara optimal, namun pada TNI dan Polri terutama pada level Eselon 

III dan JF Madya masih kurangnya pemahaman terkait kinerja dan produk yang 

harus dihasilkan, sedangkan pada level JPT ditemukan kekurangan pemahaman 

dalam cara memberi penilaian terhadap kinerja dan produk kepada bawahannya. 

Selain itu, meskipun pada peraturan ini ada substansi mengenai pemotongan 

tunjangan kinerja untuk ketidakhadiran atau penilaian rendah. Kesenjangan antara 

regulasi dan penerapan yang belum sepenuhnya konsisten dikarenakan menimbang 

dari kebijakan yang diberikan oleh pimpinan sehingga seluruh pegawai tetap 

menerima tunjangan 100% terlepas dari kehadiran atau kinerja yang dilaksanakan 

secara rutin. Secara keseluruhan peraturan ini sudah berjalan secara rutin terutama 

pada pencatatan kehadiran dan penilaian kinerja meski beriringan dengan kendala 

yang dihadapi.  

 

3. Aspek Terwujudnya Dampak yang Dikehendaki 

Aspek terwujudnya dampak yang dikehendaki dari pelaksanaan peraturan 

ini berupa meningkatnya kinerja dan kesejahteraan pegawai. Pemberian tunjangan 

kinerja di Bakamla menghadapi dilema antara kesejahteraan dan motivasi. 

Memberikan tunjangan kinerja secara penuh (100%) tanpa pemotongan kepada 

seluruh pegawai bahkan kepada pegawai yang kurang disiplin. Kebijakan 

pemutihan ini mendukung kesejahteraan, namun menurunkan motivasi karena tidak 

ada konsekuensi bagi pelanggaran disiplin, sehingga kinerja dan kehadiran tidak 

selalu optimal. Kebijakan yang tidak membedakan tunjangan kinerja antara 

pegawai disiplin dan kurang disiplin juga menimbulkan kecemburuan sosial pada 

pegawai yang selalu melakukan pencatatan kehadiran dan penilaian kinerja tepat 

waktu, mereka merasa kurang adil jika kinerja baik dan buruk dihargai sama.  
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B. Saran 

Dalam sebuah penelitian, peneliti diharuskan mampu untuk dapat 

memberikan sesuatu yang berguna ataupun manfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan  dan instansi yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Badan Keamanan 

Laut RI. Adapun saran yang peneliti berikan berdasarkan 3 aspek dari Teori Ripley 

dan Franklin (1986) sebagai berikut : 

1. Aspek Kepatuhan  

Kepatuhan dari pegawai tidak lepas dari pengawasan yang ketat dari pimpinan 

khususnya pada pelaksanaan pencatatan kehadiran dan penilaian kinerja, 

sebaiknya pimpinan dapat menjadi contoh atau teladan bagi pegawai dengan 

cara terlibat langsung atas pencatatan kehadiran dan penilaian kinerja. 

Dampaknya ini akan dapat meningkatkan pegawai yang kurang disiplin dalam 

pencatatan administrasi, sosialisasi secara berkala juga dibutuhkan bagi CASN, 

TNI dan Polri yang baru bergabung di Bakamla agar memahami aturan ASN 

yang berlaku, sehingga seluruh pegawai Bakamla memiliki kesamaan persepsi 

dan perspektif. 

 

2. Aspek Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas 

Kendala teknis pada aplikasi merupakan penghambat utama dalam rutinitas 

pelaksanaan Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2023 dengan meningkatkan 

keterampilan pengelola aplikasi presensi melalui bimbingan teknis agar dalam 

mengelola aplikasi tidak harus bergantung pada pihak lain. Untuk memangkas 

kendala dalam pelaksanaan sehari-hari dapat dilakukan pengintegrasian aplikasi 

presensi dengan aplikasi e-kinerja untuk terhubungnya aplikasi yang saling 

berkaitan dan memudahkan pencatatan kehadiran dan penilaian kinerja secara 

konsisten. Tidak lupa untuk terus melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis 

berkala bagi pembuat capaian kinerja dan pimpinan sebagai penilai untuk 

memastikan penilaian kinerja yang objektif dan sesuai dengan tanggung jawab 

jabatan. Di sisi lain dibutuhkan dorongan pimpinan untuk terus konsisten dalam 

menjalankan Peraturan Bakamla Nomor 1 Tahun 2023 meskipun banyak 
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tantangan dari internal dalam proses penyesuaian pada awal pelaksanaan, 

pimpinan harus berkomitmen dan tegas terhadap aturan yang sudah ditetapkan.  

 

3. Aspek Terwujudnya Dampak yang Dikehendaki 

Untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai dengan dinamika 

nominal tunjangan kinerja yang masih tergolong rendah merupakan hal yang 

sulit. Namun peraturan yang telah dibuat harus tetap dilaksanakan agar tidak 

adanya kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya, disini dapat dilihat 

seberapa konsisten pimpinan dan pelaksana kebijakan dengan peraturan yang 

telah dibuat. Dalam faktor lain jika memang pimpinan tetap melaksanakan 

kebijakan secara lisan untuk tidak memberlakukan pemotongan maka harus 

dicari sanksi dalam alternatif lain untuk tetap terus meningkatkan motivasi dan 

disiplin pegawai tanpa harus memangkas kesejahteraan pegawai dengan cara 

memberikan sanksi non-finansial atau dalam bentuk lain bagi pegawai yang 

tidak menjalankan kewajibannya. Sanksi alternatif ini diharapkan dapat 

memberikan efek jera dan meningkatkan kedisiplinan pegawai Bakamla.  
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